5.1

BAB 5
PENUTUP

Kesimpulan

Setelah pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

di apotek OneHealth selama 5 minggu yaitu pada tanggal 07 April hingga 10

Mei 2025 maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Selama kegiatan PKPA di apotek OneHealth, calon Apoteker
dibekali dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta
pengalaman dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan
bahan medis habis pakai secara nyata di apotek di mulai dari
kegiatan  perencanaan pengadaan pemilihan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, dan
pelaporan sediaan farmasi.

Selama kegiatan PKPA di apotek OneHealth, calon Apoteker dapat
mengetahui tugas serta tanggungjawab seorang Apoteker yang
dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasiaan di apotek dan mampu
secara aktif memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien
(Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan memberikan
pelayanan swamedikasi).

Selama kegiatan PKPA di apotek OneHealth, calon Apoteker dapat
mengenal serta melaksanakan tugas, tanggung jawab, kewajiban
secara profesional, disiplin, berwawasan luas dengan didasari nilai
keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dalam melakukan
pekerjaan kefarmasian. Selain itu, calon Apoteker diharapkan
mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada bangku
perkuliahan dalam keadaan sebenarnya di lapangan serta mampu

menumbuhkan rasa percaya diri hal tersebut juga membantu

124



5.2

peningkatan soft skills untuk meningkatkan kreatifitas dalam
memberikan pilihan obat dan dapat melayani pasien dengan baik

dan benar.

Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

OneHealth, maka disarankan:

1.

Calon Apoteker dapat membekali diri sebelum melaksanakan PKPA
di apotek mengenai perundang-undangan serta regulasi terbaru baik
dalam hal perijinan maupun mengenai sistem pelaporan di apotek.
Calon Apoteker dapat membuat dan menuliskan Pelayanan
Informasi Obat (PIO) dalam suatu lembar/formulir khusus saat
melayani pasien.

Calon Apoteker dapat berperan lebih aktif dan lebih cepat tanggap
dalam menjalankan PKPA sehingga memperoleh pengetahuan dan
pengalaman yang lebih serta mencapai kompetensi yang diinginkan.
Pemberian KIE pada pasien mengenai penggunaan obat yang tepat
dapat ditingkatkan supaya pasien memperoleh informasi dan
edukasi yang tepat sehingga efek terapi yang diperoleh sesuai
dengan yang diharapkan serta dapat meningkatkan kemampuan
ketrampilan dalam menyampaikan informasi kepada pasien dengan

tujuan membangun rasa percaya pasien terhadap Apoteker.
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